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TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a

1.

bahwa sehubungan dengan perkembangan industri dan
pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di dalam negeri
yang telah mulai kondusif dan dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri
TPT nasional, perlu mengatur kembali kebijakan impor
TPT,

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsolad
Tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisas
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3806);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
171/M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;



M enetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass Dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang K etentuan Umum
Di Bidang Impor;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal
Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-
DAG/PER/3/2008;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/
PER/3/2005 tentang Organisass Dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
34/M-DAG/PER/8/2007;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/
PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/
PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Tekstil dan Produk Tekstil, selanjutnya disingkat TPT,
adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan
kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.

Importir Produsen Tekstil, selanjutnya disebut [P-
Tekstil, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal
Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengena
Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk
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mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan
penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.

Rekomendas adalah surat yang diterbitkan oleh peabat
Instansi/unit  terkait yang berwenang memberikan
penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau
persetujuan impor.

Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 2

TPT yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan
10 dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini hanya dapat
diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat
Pengakuan sebagai  1P-Tekstil.

TPT vyang diimpor olen IP-Tekstil sebagamana
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dipergunakan
sebagal bahan baku atau bahan penolong untuk proses
produksi dari industri yang dimiliki oleh IP-Tekstil yang
bersangkutan dan dilarang untuk diperjualbelikan atau
dipindahtangankan.

Pasal 4

Setigp importas TPT yang tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Menteri ini, wajib terlebih dahulu dilakukan
verifikas atau penelusuran teknis di negara muat barang.

Kewgiban verifikass atau penelusuran  teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika
Lampiran | Peraturan Menteri ini  menyatakan
pengecualian dari kewajiban verifikas.



3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Kewgiban verifikass atau penelusuran  teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap IP-Tekstil  yang mendapatkan fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pasal 5

Untuk mendapatkan Pengakuan sebagai |P-Tekstil
sebagaimana dimaksud dalam Pasad 3 ayat (1),
perusahaan Yyang bersangkutan harus menggukan
permohonan  tertulis kepada  Direktur  dengan
melampirkan:

a. lzin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau |zin
Usaha lain yang setara dari  Departemen
Teknis'Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
membidangi usaha tersebut;

b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk
Tekstil (NPIK-TPT);

c. Angka Pengena Importir Produsen (API-P) atau
Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);

d. Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP);
e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan

f. Rekomendas dari Direktur Jenderal Industri, Logam,
Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian
yang memuat keterangan mengenai jenis dan volume
TPT sesual kapasitas industri yang bersangkutan.

Direktur menerbitkan Pengakuan sebagal |P-Tekstil
paling lama 5 (lima) hari kerja sgak permohonan
diterima.

Pasal 6

Pengakuan sebagai |P-Tekstil sebagaimana dimaksud
dalam Pasa 5 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang kembali.

Untuk mendapat perpanjangan kembali Pengakuan
sebagal |P-Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
IP-Tekstil  yang bersangkutan harus mengagukan



